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UU No. 23 
TAHUN 2014 

ttg
Pemerintahan

Daerah

PP No. 78 
TAHUN 2007 
ttg Pemekaran

Daerah

DASAR 
HUKUM 
KAJIAN 

PEMEKARAN 
DAERAH

UU Nomor 30 

Tahun 2014 

ttg

Administrasi

Pemerintahan

RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) ttg

Penataan Daerah 

& RPP Desain Besar Penataan Daerah



PERSYARATAN 
DASAR 

KEWILAYAHAN

PERSYARATAN DASAR 
KAPASITAS DAERAH

PEMEKARAN 
DAERAH

Ps. 33 & 34 UU No. 23 
tahun 2014 ttg

Pemerintahan Daerah

Pasal 5 (2) RPP tentang
Penataan Daerah

Pasal 4 (2) PP 78/2007 

→ Administratif, Teknis
dan Fisik Kewilayahan

PERSYARATAN 

ADMINISTRATIF

Pasal 4 (2) PP 78/2007 

ttg Pemekaran Daerah 

→ Administratif, Teknis

dan Fisik Kewilayahan





Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru 

apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai 

seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor 

kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan 

keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu (Pasal 6 ayat 3)







DIREKOMENDASIKAN

TIDAK 
DIREKOMENDASIKAN

TINDAK LANJUT HASIL PENGHITUNGAN

KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM KERJA



Pemerintah Pusat
melakukan Penilaian

Hasil Penilaian diterima
DPR-RI & DPD-RI

Membentuk Tim Kajian
Independen

DIREKOMENDASIKAN

Pengusulan oleh

Gubernur ke Pemerintah

Pusat, DPR-RI & DPD-

RI

Hasil TKI → PP & Konsultasi

dg DPR + DPD → Penetapan

Kelayakan dengan Peraturan

Pemerintah

1) Daerah Persiapan

selama 3 Tahun

2) Kepala Daerah 

Persiapan (PNS yg

diangkat Menteri atas

usul Gubernur)

3) Kewajiban lain dari

Pusat, Daerah Persiapan, 

Daerah Induk dan

Masyarakat Daerah 

Persiapan



AKTUALISASI 
DAERAH 

PERSIAPAN

(SUDAH MENJADI 
DAERAH 

PERSIAPAN UNTUK 
MENJADI DAERAH 

OTONOM BARU)

PENGUSULAN PNS 
CALON KEPALA 

DAERAH PERSIAPAN 
OLEH GUBERNUR

KDP DIANGAKAT DAN 
DIBERHENTIKAN OLEH 

MENTERI

PENDANAAN DARI 
APBN, APBD INDUK

DAERAH INDUK 
MENDUKUNG FASILITAS 

/ ASET, KEUANGAN & 
PERSONIL

MEMBENTUK 
PERANGKAT DP

PENGISIAN JABATAN

MENGELOLA 
ANGGARAN BELANJA 

DP

MENANGANI 
PENGADUAN 

MASYARAKAT

PEMERINTAH PUSAT 
MELAKUKAN 
PEMBINAAN, 

PENGAWASAN DAN 
EVALUASI

DPR DAN DPD 
MELAKUKAN 

PENGAWASAN

DOB ATAU KEMBALI KE 
INDUK







• Definitions of  e-government range from 

“the use of  IT to free movement of  

information to overcome the physical 

bounds of  traditional and physical-

based systems” to “use of  technology to 

enhance the access to and delivery of  

government services to benefit citizens, 

business partners and employees.”







Menurut Indrajit (2002:36) E-

Government merupakan suatu mekanisme

interaksi baru antara pemerintah dengan

masyarakat dan kalangan lain yang

berkepentingan, dengan melibatkan

penggunaan teknologi informasi (terutama

internet) dengan tujuan memperbaiki mutu

(kualitas) pelayanan.

E-Government adalah penyelenggaraan

kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk

meningkatkan kualitas layanan publik secara

efisien, efektif dan interaktif.

Pada intinya E-Government adalah penggunaan

teknologi informasi yang dapat meningkatkan

hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak

lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi

lain).





Menurut The Worid Bank Group (Falih

Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-

Government ialah sebagai upaya

pemamfaatan informasi dan teknologi

komunikasi untuk meningkatkan efesiensi

dan efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik secara

lebih baik.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan

bahwa E-Government merupakan bentuk

aplikasi pelaksanaan tugas dan tata

laksana pemerintahan menggunakan

teknologi telematika atau teknologi

informasi dan komunikasi.










